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BAB lI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah tanah dan bangunan, yang 

mempengaruhi setiap orang karena setiap orang membutuhkan tempat untuk 

menetap. Hak atas tanah memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia, dan semakin berkembang masyarakat, semakin penting hak atas tanah.
1
 

Karena hubungannya yang erat dengan manusia, tanah tampak mempunyai 

hubungan yang mendalam dengan pikiran mereka. Ini dapat dipahami karena 

tanah adalah tempat makan, tempat tinggal, dan pemakaman. Karena itu, 

hubungan antara manusia dan tanah, serta antara masyarakat dan tanah, selalu ada. 

Jika seorang anggota komunitas menjalin hubungan perseorangan dengan 

properti
2
 

Hak masyarakat atas tanah oleh Van Vollenhoven diberi nama Beschikling 

recht’atau hak pertuaaan,sifat istimewa dari hak pertuanan terletak pada daya 

timbal balik dari itu terhadap hak perorangan atas tanah yang berdasarkan hak 

peruanan maka ia ikut mendukungnya, maka hak nya itu disebut hak milik. Hak 

atas Tanah mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, 

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 Tahun 1960, pasal 19 ayat (1) 

menyebutkan bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah 

diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republik indonesia”. Didalam 

penjelasan umum pasal 32 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang 

pendaftaran tanah dijelasakan bahwa “Dalam rangka memberikan kepastian 

                                                           
1
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hukum kepada para Menurut Van Vollenhoven, hak masyarakat atas tanah dikenal 

sebagai "hak pertuanan" atau "hak milik" karena daya timbal baliknya terhadap 

hak perorangan atas tanah yang didasarkan pada hak peruanan. Dalam Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 Tahun 1960, pasal 19 ayat (1) menyatakan 

bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran 

tanah di seluruh wilayah republik indonesia”, dan dalam Peraturan Pemerinta No 

24 Tahun 1997, pasal 32 menyatakan bahwa “Dalam rangka memberikan 

kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah diberi pendaftaran tanah 

di seluruh wilayah republik indonesia”. 

Karena sengketa tanah adalah masalah yang umum dan selalu ada di mana-

mana, sengketa tanah selalu muncul dan meningkat karena setiap orang memiliki 

kepentingan dalam tanah. Aktor utama dalam munculnya sengketa tanah adalah 

luas tanah yang tetap, sementara jumlah penduduk (manusia) yang memerlukan 

tanah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka terus meningkat.
3
 Oleh 

karena itu, data fisik dan yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat tanah harus 

lengkap selama proses hukum sehari-hari dan dalam kasus pengadilan, selama 

data tersebut konsisten dengan data yang tercantum dalam surat ukur dan buku 

tanah yang terkait. Jika tidak, informasi tersebut tidak akan diperlukan.  

Orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertifikat atas nama atau 

badan hukum lain jika mereka tidak dapat mengajukan gugatan pada pengadilan 

selama lima tahun sejak sertifikat tersebut dikeluarkan. Ini berlaku jika tanah 

tersebut diperoleh dengan niat baik oleh orang atau badan hukum lain tersebut dan 

secara fisik dikuasai olehnya atau orang lain atau badan hukum yang mendapat 
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persetujuannya. Bagi masyarakat yang memiliki hubungan hukum dengan tanah 

menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan, berlakunya Undang 

Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai bagian dari hukum pertanahan 

memberikan kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan, dan 

memanfaatkan tanah. Menurut pasal 9 ayat 2 UUPA, "Tiap-tiap warga negara 

Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk 

memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat hasilnya, baik bagi diri 

sendiri maupun keluarganya." Jika pemanfaatan tanah merugikan orang lain, 

pemanfaatan tanah dapat dikenakan sanksi yuridis.
4
 

Jika pihak yang berhak atas tanah merasa dirugikan oleh penyerobotan 

tanah, mereka dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan 

hukum. Paragraf 2 Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah mengatur tentang pembuktian hak lama dari pemilik tanah 

yang ingin mendaftarkannya. Oleh karena itu, Pasal ini akan membahas masalah 

pembuktian hak lama dari pemilik tanah yang ingin mendaftarkan tanahnya. Isi 

Pasal ini secara lengkap sebagai berikut:  

Pasal 24  

1. Hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama harus dibuktikan 

untuk keperluan pendaftaran hak dengan alat bukti seperti bukti tertulis, 

keterangan saksi, atau pernyataan yang relevan yang dinilai oleh Panitia 

Ajudikasi dalam pendaftaran tanah atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam 

pendaftaran tanah sporadis. Untuk mendaftar pemegang hak, pemegang hak, 

dan hak-hak lain yang terkait dengan tanah tersebut dianggap cukup. 
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2. Pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan penguasaan fisik bidang tanah 

yang bersangkutan selama 20(dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut 

oleh pemohon pendaftaran dan pendahulunya jika alat-alat pembuktian 

sebagaimana disebutkan pada ayat (1) tidak lagi tersedia: 

a. Penguasaan tersebut dilakukan oleh yang berhak atas tanah dengan niat 

baik dan secara terbuka, dan diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat 

dipercaya.  

b. Tidak ada masyarakat hukum adat, desa atau kelurahan yang 

bersangkutan, atau pihak lain yang mempermasalahkan penguasaan 

tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26.  

Jadi, jika seseorang ingin mensertifikatkan hak atas tanah yang berasal dari 

hak lama, dia harus memiliki bukti tertulis. Jika tidak ada, mereka harus 

menggunakan saksi atau pernyataan mereka sendiri yang dianggap dapat 

dipercaya. 

Dalam KUHP Perdata, kepemilikan tanah melalui sewa menyewa diatur 

dalam Pasal 1548, yang mendefinisikan sewa sebagai "suatu persetujuan dengan 

mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang 

lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan 

pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi 

pembayarannya", dan Pasal 1549, yang mendefinisikan sewa sebagai "semua jenis 

barang, baik. 

Pendudukan atas tanah orang lain disebut penyerobotan tanah. Dalam 

KUHP pasal 385 dan Perppu 51/1960, penyerobotan tanah dilarang. Mereka 
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melarang memiliki tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Pihak 

yang berhak atas tanah dapat mengambil tindakan pidana dan perdata untuk 

mencegah penyerobotan tanah atau menyewa tanah tanpa haknya. Perkara yang 

diajukan ke pengadilan dalam perkara perdata biasanya berkaitan dengan 

wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUH-Perdata 

menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, 

mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian 

tersebut", untuk mendefinisikan "perbuatan melawan hukum".  

Menurut keputusan perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Mdn, penggugat Ic 

Amrick dan tergugat Eng Seng, Giok Tjin, Mimin, Linda Muslim, A Seng, Sijuar, 

Ruaida, De Hj Rahima, Muhammad Ridwan, Hilman, Nurhasanah, Elvi SE, dan 

Rijuna Dewi Tjui Hoa dianggap memiliki hak atas tanah penggugat. Pengadilan 

negeri provinsi menerima gugatan untuk diperiksa, diadili, dan 

diputuskan.Pengadilan memutuskan bahwa para tergugat telah melakukan 

pelanggaran hukum dan harus membayar denda sebesar satu milyar rupiah. 

Selain itu, seperti yang ditunjukkan dalam keputusan perkara di atas, orang 

yang mengambil tanah orang lain tanpa izin pemilik tanah tersebut dapat 

dikenakan sangsi, dikenakan denda atau ganti rugi. Menurut Pasal 1365 Kode 

Hukum Perdata, "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian 

kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena 

kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Beberapa contoh kasus 

tengah adalah:  

1. Kasus sengketa tanah adat. 

2. Kasus sengketa tanah warisan. 
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3. Kasus sengketa kepemilikan tanah oleh orang asing.  

Berdasarkan latar belakang dan putusan tersebut diatas, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul, “Tinjauan 

Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Menguasai Sebidang Tanah 

Secara Sepihak Tanpa Hak (Studi Putusan Nomor: 8/ Pdt. G/2022/PN 

.Mdn)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik tanah atas perbuatan orang 

lain yang menguasai tanpa hak atas sebidang tanah?  

2. Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim majelis dalam memutus 

perkara berbuatan perbuatan melawan hukum atas sebidang tanah secara 

tanpa hak berdasarkan (Studi Putusan No.8/Pdt.G/2022/PN.Mdn.)? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang terkandung dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik tanah atas perbuatan 

orang lain yang menguasai tanpa hak atas sebidang tanah?  

2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam putusan pengadilan dalam 

perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2022/PN.Mdn sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 
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Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dijadikan sebagai acuan 

penelitian selanjutnya dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata. 

 

2. Secara Praktis 

Guna memberikan Gambaran pengetahuan bagi penegak hukum 

khususnya orang seperti hakim,jaksa, pengacara, polisis dalam 

menyelesaikan kasus kasus tentang perlindungan hukum atas sebidang 

yang dikuasai orang lain tanpa hak.  

3. Bagi Penelitiya  

Bagi peneliti, skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat memilih gelar 

sarjana hukum (S-1) di Universitas HKBP Nommensen Medan. 

E. Metode Penelitian  

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Yurudis Normatif, yaitu 

pendekatan terhadap masalah. Pendekatan ini menganalisis berbagai aspek hukum 

dari perspektif peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian yuridis 

normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan 

sistem norma. Sistem norma ini mencakup asas-asas, norma, kaidah, dan doktrin 

(ajaran) dari peraturan perundangan, perjanjian, dan doktrin. Penelitian normatif 

ini adalah penelitian sistematik, dengan tujuan utamanya adalah untuk 

menemukan definisi atau dasar dari hukum  
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BAB lII 

TINJAUAN lPUSTAKA 

A. Tinjauan lUmum lTentang lTanah 

1. Pengertian lTanah l 

Sebutan ltanah ldapat ldipakai ldalam lberbagai larti, lMaka ldalam 

lpenggunaannya lperlu ldiberi lbatasan, lagar ldiketahui ldalam larti lapa listilah 

ltersebut ldigunakan.
5
 lMenurut lPasal l4 lUUPA, l"Atas ldasar lhak lmenguasai 

ldari lNegara lyang ldimaksud ldalam lPasal l2 lditentukan ladanya lmacam-

macam lhak latas lpermukaaan lbumi, lyang ldisebut ltanah, lyang ldapat 

ldiberikan lkepada ldan ldipunyai loleh lorang-orang, lbaik lsendiri lmaupun 

lbersama-sama ldengan lorang llain lserta lbadan-badan lhukum", lsehingga ljelas 

lbahwa ldalam lhukum ltanah listilah l"tanah" ldigunakan ldalam larti lyuridis. 

Ahli ljuga lmemberi ldefinisi ltanah. lMartin lDixon lmengatakan lbahwa 

ltanah ladalah lkedua laset lfisik ldan lhak lyang ldapat ldinikmati loleh lpemilik 

latau lorang llain ldi latasnya. lTanah ldari lsegi lfisiknya ladalah ltanah lyang 

lberada ldi lbawah latau ldi latas lpermukaan lbumi. lTanah ldari lsegi 

lpemanfaatannya ladalah ltanah lyang ldapat ldigunakan ldan ldinikmati loleh 

lpemiliknya latau lbahkan lorang llain, lterlepas ldari lhak-hak lyang lada ldi latas 

latau ldi lbawahnya
6
. lDemikian ljuga lmenurut lEfendi lPerangin-angin 

lmenyatakan lbahwa ltanah ladalah lkeseluruhan lperaturan-peraturan lhukum 

lbaik lyang ltertulis lmaupun ltidak ltertulis lyang lmengatur lhak-hak 

lpenguasaan latas lTanah lyang lmerupakan llembaga-lembaga ldan lhubungan-

                                                           
5

 lBoedi lHarsono, lTinjauan lHukum lPertanahan lDiwaktu lLampau, lSekarang ldan lMasa lAkan 

lDatang, lYogyakarta, l2002, lhal l18. 
6

 lH.M, lHukum lAgraria lIndonesia, lSinar lGrafika, lJakarta, l2016, lhal l8. l 
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hubungan lhukum lyang lkonkret.
7
 lMaria lR lRuwiastuti ljuga lmendefinisikan 

l"tanah" lsebagai lsuatu larea lyang lmemiliki lpotensi lekonomi lyang ldapat 

ldigunakan luntuk lmenghidupi lpopulasi lmanusia. lTanah ldapat lberupa lhutan, 

lsungai, lgunung, lsumber lmineral, ldan llahan lpertanian. lSelain litu, lberbagai 

lperpangkalan lbudaya ldari lkomunitas lyang lterkait ldihayati. lBerdasarkan 

lbeberapa ldefinisi, ltanah ldapat ldidefinisikan lsebagai lpermukaan lbumi, 

ldengan lbagian ltanah lyang ldapat ldimiliki loleh lsetiap lindividu latau lbadan 

lhukum. l 

2. Sumber-sumber lHukum latas lTanah 

Adapun lyang ldimaksudkan ldengan lsumber lhukum ltersebut ladalah 

ltempat ldimana lkita ldapat lmelihat lbentuk lperwujudan lhukum, lDengan lkata 

llain lsumber lhukum ladalah lsegala lsesuatu lyang ldapat latau lmenimbulkan 

latau lmelahirkan lhukum. lSingkatnya, lsumber lhukum ldapat lpula ldisebut lasal 

lmula lhukum. lVan lApeldoorn lmenyatakan lbahwa lmenentukan lsumber 

lhukum ltergantung ldari lsudut lmana lkita lmelihatnya. lMenurut lApeldoorn 

lpembagian lsumber lhukum lbisa lditinjau ldari lberbagai lsudut, lkalau lsumber 

lhukum ldalam larti lsejarah, lmaka lyang ldisorot ladalah ldalam larti lsumber 

lpengenalan lhukum lyakni lsemua ltulisan ldokumen, linskripsi ldan lsebagainya. 

lDan lpada lhakikatnya lsumber lhukum ldapat ldibedakan lmenjadi ldua lyaitu: 

a. Sumber lHukum lMateriil lYang ldimaksud ldengan lSumber lHukum 

lMateriil ladalah: lbeberapa lfaktor lyang ldapat lmenentukan lisi lhukum 

lmisalnya lfaktor lekonomi, lagama, lnilai-nilai lkesusilaan, lsejarah, ladat 

listiadat ldan lsosial lmasyarakat. l 
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b. Sumber lHukum lFormal lYang ldimaksud ldengan lsumber lhukum lformal 

ladalah: lsumber lhukum lditinjau ldari lsegi lpembentukannya, ldalam 

lsumber lhukum lformal lini lterdapat lrumusan lberbagai laturan lyang 

lmerupakan ldasar lkekuatan lmengikatnya lperaturan lagar lditaati 

lmasyarakat ldan lpara lpenegak lhukum. lAdapun lsumber lhukum lformal 

ldapat ldibedakan lmenjadi llima lyaitu : 

1) Undang-Undang l(Statue) l 

2) Kebiasaan ldan lAdat l(Custom) l 

3) Traktat l(Treaty) l 

4) Yurisprudensi l(Case lLaw, lJudge lMade lLaw) l 

5) Pendapat lahli lhukum lterkenal l(Doctrine) 

Sedangkan ldalam lkaitannya ldengan lSumber lHukum lAgraria lNasional 

latau lHukum lTanah lNasional, lBudi lHarsono lmembaginya lmenjadi ldua 

lmacam lyaitu, lsumber lhukum ltertulis ldan lsumber lhukum ltidak ltertulis:
8
 l 

1) Sumber-sumber lhukum ltertulis lyaitu: 

a. Undang-Undang lDasar l1945 lkhususnya lPasal l33 layat l3. l 

b. Undang-Undang lNomor l5 lTahun l1960 lTentang lPeraturan lDasar 

lPokok-Pokok lAgraria l(UUPA) l 

c. Peraturan lPelaksana ldari lUUPA 

d. Peraturan-peraturan lyang lbukan lPeraturan lPelaksana ldari lUUPA 

lyang ldikeluarkan lsetelah ltanggal l24 lSeptember l1960 lkarena 

lsesuatu lmasalah lperlu ldiatur l(misalnya: lUU lNomor l51/Prp/1960 

                                                           
8

 lSahnam, lSumber lHukum lAgraria lNasional latau lHukum lTanah lNasional, l2016, lhal l9. l 
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ltentang llarangan lpemakaian ltanah ltanpa lizin lyang lberhak latau 

lkuasanya, lLN l1960- l158,TLN l2160. l 

e. Peraturan-peraturan llama lyang luntuk lsementara lmasih lberlaku 

lberdasarkan lketentuan lpasal-pasal lperalihan, lyang lmerupakan 

lbagian lhukum ltanah lyang lpositif, lbukan lbagian ldari lhukum ltanah 

lnasional. 

2) Sumber lhukum ltidak ltertulis lyaitu: 

Hukum ltidak ltertulis lberasal ldari lmasyarakat: lHukum ltidak ltertulis 

ladalah lhukum lyang lberlaku, ldipercaya, ldan ldipatuhi loleh lmasyarakat, 

ltetapi ltidak ldibentuk lsecara lformal, lhanya ltumbuh ldi ldalam 

lmasyarakat. lContoh lhukum ltidak ltertulis ltermasuk lhukum ladat, 

lhukum lagama, ldan llainnya.
9
 

3. Macam-macam lHak latas lTanah 

Pasal l16 lUndang-Undang lPokok lAgraria lmenguraikan llebih llanjut 

ljenis lhak latas ltanah lyang ldisebutkan ldalam lPasal l4 lUndang-Undang 

lPokok lAgraria, ldengan lkata llain, l"Atas ldasar lhak lmenguasai ldari lNegara, 

lditentukan ladanya lmacam-macam lhak latas lpermukaan lbumi, lyang ldisebut 

ltanah, lyang ldapat ldiberikan lkepada ldan ldipunyai loleh lorang-orang, lbaik 

lsendiri lmaupun lbersama-sama ldengan lorang llain lserta lbadan-badan 

lhukum:
10

 

a. Hak lMilik l 

b. Hak lGuna lUsaha l 

                                                           
9

 lFakultas lHukum lUMSU, lPenggolongan lhukum ldi lIndonesia, ldiakses lpada lSenin l17 lJuli 

l2023, lpukul l15.34. 
10

 lUndang-Undang lPokok lAgraria lNomor l5 lTahun l1960 lTentang lPendaftaran lTanah, lPasal 

l16 lAyat l(1). l 
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c. Hak lGuna lBangunan l 

d. Hak lPakai l 

e. Hak lsewa l 

f. Hak lmembuka ltanah 

g. Hak lmemungut lhasil lhutan l 

h. Hak-hak llain lyang ltidak ltermasuk ldalam lhak-hak ltersebut ldi latas 

lyang lakan lditetapkan ldengan lundang-undang lserta lhak-hak lyang 

lsifatnya lsementara, lsebagaimana ldisebut ldalam lPasal l53 lUUPA lberisi 

ltentang lhak-hak latas ltanah lyang lbersifat lsementara lyaitu l: l 

1) Hak lGadai l 

2) Hak lUsaha lBagi lHasil l 

3) Hak lMenumpang l 

4) Hak lSewa lTanah lPertanian 

Pengelompokan lhak-hak latas ltanah ldalam ldua lkelompok, lyaitu lhak-

hak latas ltanah lprimer ldan lhak-hak latas ltanah lsekunder: 

1. Hak-hak latas ltanah lprimer ladalah lhak-hak latas ltanah lyang ldiberikan 

loleh lNegara, lantara llain lHak lMilik, lHak lGuna lUsaha, lHak lGuna 

lBangunan ldan lHak lPakai lyang ldiberikan loleh lNegara. l 

2. Hak latas ltanah lsekunder ladalah lyang lbersumber ldari lhak lpihak llain, 

lantara llain l: lHak lGuna lBangunan ldan lHak lPakai lyang ldiberikan 

loleh lpemilik ltanah, lHak lGadai, lHak lUsaha lBagi lHasil, lHak 

lMenumpang, lHak lSewa. 

B. Tinjauan lUmum lTentang lPenguasaan lTanah 

1. Pengertian lPenguasaan latas lTanah 
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Pengertian l“penguasaan” ldapat ldipakai ldalam larti lfisik, ljuga ldalam 

larti lyuridis. lJuga lberaspek lprivat ldan lberaspek lpublik. lPenguasaan ldalam 

larti lyuridis ladalah lpenguasaan lyang ldilandasi lhak, lyang ldilindungi loleh 

lhukum ldan lpada lumumnya lmemberi lkewenangan lkepada lpemegang lhak 

luntuk lmenguasai lsecara lfisik ltanah lyang ldihaki, lmisalnya lpemilik ltanah 

lmempergunakan latau lmengambil lmanfaat ldari ltanah lyang ldihaki, ltidak 

ldiserahkan lkepada lpihak llain. lAda lpenguasaan lyuridis lyang lbiarpun 

lmemberi lkewenangan luntuk lmenguasai ltanah lyang ldihaki lsecara lfisik lpada 

lkenyataan lpenguasaan lfisiknya ldilakukan loleh lpihak llain.
11

 

Penguasaan latas ltanah lberisi lserangkaian lwewenang, lkewajiban, 

ldan/atau llarangan lbagi lpemegang lhaknya luntuk lberbuat lsesuatu ldengan 

ltanah lyang ldihaki. l”Sesuatu” lyang lboleh, lwajib ldan/atau ldilarang luntuk 

ldiperbuat ltersebut lyang lmerupakan ltolak lpembeda lantara lberbagai lhak 

lpengguasaan latas ltanah lyang ldiatur ldalam lhukum ltanah lnegara lyang 

lbersangkutan.
12

 lSecara lyuridis l“berbuat lsesuatu” lyang ldimaksud ltersebut 

ldapat lberisi lkewenangan lpublik ldan lprivat. lTegasnya, lpengertian 

lpenguasaan lyang ldimaksud ldalam lPenguasaan lAtas lTanah lberisi 

lkewenangan lhak luntuk lmenggunakan ldan latau lmenjadikan ltanah lsebagai 

ljaminan lyang lmerupakan lkewenangan lperdata, lOleh lkarena litu lHak 

lPenguasaan lAtas lTanah llebih lluas ldaripada lhak latas ltanah. lJadi lhak 

lpenguasaan latas ltanah lyaitu lhak lyang lmemberi lwewenang lkepada 

lpemegang lhak luntuk lmempergunakan ltanah lyang ldikuasainya. lWewenang 
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 lUrip lSantoso, lHukum lAgraria ldan lHak- lhak latas lTanah, lJakarta, l2006, lhal l73. l 
12

 lBoedi lHarsono, lHukum lAgraria lIndonesia: lSejarah lPembentukan lUndang-Undang lPokok 

lAgraria, lIsi ldan lPelaksanaannya, lhal l262. l 
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ltersebut lberisi lkewajiban-kewajiban ldan llarangan–larangan lyang lharus 

ldiperhatikan loleh lpemegang lhaknya. L 

 

2. Hak-hak lPenguasaan latas lTanah 

Hak lmenguasai ladalah lsuatu lbentuk lhubungan lhukum latas lpenguasaan 

lyang lnyata lterhadap lsuatu lbenda luntuk ldigunakan latau ldimanfaatkan lbagi 

lkepentingannya lsendiri
13

 lDi ldalam listilah lhak lmenguasai lmengandung larti 

ladanya lfungsi lpengawasan l(kontrol) lsecara lfisik lterhadap lbenda lyang 

ldikuasainya. lSalah lsatu lprinsip lhak lmenguasai ladalah lkekuasaan luntuk 

lmempertahankan lhak-haknya lterhadap lpihak-pihak lyang lberusaha 

lmenganggunya.
14

 lBoedi lHarsono lberpendapat lbahwa lpengertian 

l“penguasaan” ldan l“menguasai” ldapat ldipakai ldalam larti lfisik ldan ldalam 

larti lyuridis. lPenguasaan lyuridis ldilandasi loleh lsuatu lhak lyang ldilindungi 

lhukum ldan lumumnya lmemberikan lkewenangan lkepada lpemegang lhak 

luntuk lmenguasai lsecara lfisik latas ltanah lyang ldihaki l.Dalam lHukum 

lPertanahan lNasional l(Hukum lAgraria) ldikenal lbeberapa ljenis lHak 

lpenguasaan latas ltanah lyang lsecara lhierarki ladalah lsebagai lberikut: l 

1. Hak lBangsa lIndonesia l 

2. Hak lMenguasai ldari lNegara l 

3. Hak lUlayat lMasyarakat lHukum lAdat. l 

4. Hak-hak lindividual latau lperseorangan latas ltanah lyang lterdiri ldari 

lhak-hak latas ltanah, lwakaf ldan lhak-hak ljaminan latas ltanah. 

                                                           
13

 lIndah lSari, lHak-Hak lAtas lTanah lDalam lSistem lHukum lPertanahan ldi lIndonesia lMenurut 

lUndang- lUndang lPokok lAgraria l(UUPA). lDiakses lSenin l17 lJuli l2023 lpukul l15.40 lWIB. l 
14

 lIrawan lSoerodjo, lHukum lPertanahan lHak lPengelolaan lAtas lTanah l(HPL) lEksistensi, 

lPengaturan ldan lPraktik, lLaksbang lMediatama l, lYogyakarta, l2014, lhalaman l5. l 
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C. Tinjauan lUmum lTentang l lAkibat lHukum lMenguasai lTanah lTanpa 

lHak 

1. Faktor lPenyebab lSering lMunculnya lMasalah lSengketa lTanah 

Sengketa ltanah ldan lsumber-sumber lagraria lpada lumumnya lsepertinya 

lmerupakan lkonflik llaten. lDari lberbagai lkasus lyang lterjadi, lbangkit ldan 

lmenajamnya lsengketa ltanah ltidaklah lterjadi lseketika, lnamun ltumbuh ldan 

lterbentuk ldari lbenih lbenih lyang lsekian llama lmemang ltelah lterendap.
15

 

lBerbagai lsengketa latas ltanah ltelah lmendatangkan lberbagai ldampak, lbaik 

lsecara ltanah lmaka lsemakin lbesar lbiaya lyang lbesar ldikeluarkan ldampak 

llanjutan lyang lpotensial lterjadi ladalah lpenurunan lproduktivitas lkerja latau 

lusaha lkarena lselama lsengketa lberlangsung, lpihak- lpihak lyang lterlibat 

lharus lmencurahkan ltenaga ldan lpikirannya, lserta lmeluangkan lwaktu lsecara 

lkhusus lterhadap lsengketa lsehingga lmengurangi lcurahan lhal lyang lsama 

lterhadap lkerja latau lusahanya. 

Didalam lUndang-undang lNomor l5 lTahun l1960 ltentang lPokok-Pokok 

lAgraria lsebenarnya ltermaksudlsatu lketentuan lakan ladanya ljaminan lbagi 

lsetiap lwarga lnegara luntuk lmemiliki ltanah lserta lmendapat lmanfaat ldari 

lhasilnya lPasal l9 layat l2), Namun lsangat ldisayangkan lpembuktian ldokumen 

llegal lmelalui lsertifikasi lpun lternyata lbukan lsolusi lyang lterbaik ldalam 

lkasus lsengketa ltanah. lSebagaimana lyang ltelah ldikemukakan lsebelumnya, 

lbahwa lpenyebab lterjadinya lkonflik ldibidang lpertanahan lantara llain ladalah 

lketerbatasan lketersediaan ltanah, lketidak seimbangan ldalam lstruktur 

lpenguasaan ltanah, lketiadaan lpersepsi lyang lsama lantara lsesama lpengelola 
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 lParangin lEffendi, lPertanyaan ldan lJawaban lTentangg lHukum lAgraria, lPT. lRaja 

lGrafiando lPersada, lJakarta, l1986, lhal l401. 
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lnegara lmengenai lmakna lpenguasaan ltanah loleh lnegara, linkonsistensi, ldan 

lketidaksesuaian. 

Maka, lagar ldapat lterpenuhinya lkebutuhan lpenduduk lakan ltanah 

lterhadap ltanah lyang lbersifat ltetap, lpemerintah lberupaya lmengoptimalkan 

lperuntukan ldari lpenggunaan ltanah ldengan lberbagai lcara, ldiantaranya 

ldengan lmengeluarkan lberbagai lbentuk lperaturan lpertanahan lseperti 

lperaturan lpenyediaan ltanah luntuk lkepentingan lperorangan ldan lBadan 

lHukum latas ltanah-tanah lNegara ldan/atau latas ltanah-tanah lhak. 

Berdasarkan luraian ldi latas, lmaka ldalam lmenyingkapi lsetiap 

lpermasalahan lpertanahan lharus lmengidentifikasi lterlebih ldahulu ltanah 

ltersebut ltermasuk lhak latas ltanah lapa, lserta lsiapa lsubjeknya. lProses 

lidentifikasi litu lpenting, lkarena lmemberikan lkonsekuensi lhukum lyang 

lberbeda-beda lpada lmasing-masing lHak lAtas lTanah, Hal lini ltentunya 

lberguna luntuk ldalam lpenyelesaian lsengketa ldi lPengadilan lNegeri.
16

 

2. Pengaturan lHukum lDalam lKepemilikan lTanah lMenurut lUndang-

Undang lPokok lAgraria 

Walaupun lobyek lpengaturan lUUPA lmeliputi lbumi, lair, lruang langkasa, 

ldan lkekayaan lalam, lnamun lbidang lpertanahan lmerupakan lbagian lutama 

lpengaturan lhukum lagraria, lHampir lsemua lpasal ldalam lUUPA lmengatur 

ltentang ltanah, lKarena litu lHukum lAgraria lsering ldisebut lHukum 

lPertanahan, lTentang lpengaturan lsumber ldaya lalam, lUUPA lmemberikan 

lketentuan lumum ldalam lPasal l8, lbahwa l“atas ldasar lhak lmenguasai ldari 

lNegara ldiatur lpengambilan lkekayaan lalam lyang lterkandung ldalam lbumi, 
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 lMaria lSW lSumardjono, lMediasi lSengketa lTanah, lJakarta, lPenerbit lBuku lKompas, l2009, 
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lair ldan lruang langkasa”.
17

 lAdapun lHak lhak latas lTanah lmenurut lUUPA 

l(UU lNo. l5 l/Tahun l1960) lyaitu; 

- Hak lMilik lPasal l20 lUUPA lberbunyi l“ lHak lMilik ladalah lhak lturun 

ltemurun, lterkuat, lterpenuhi lyang ldapat ldipunyai lorang latas ltanah, 

ldengan lmengingat lketentuan lyang ltercantum ldalam lPasal l6 lUUPA 

lbahwa ltanah lmempunyai lfungsi lsosial ltermasuk lpula ltanah lyang 

lberstatus lHak lMilik.
18

 l- lHak lGuna lUsaha l(HGU) lHak lGuna lUsaha 

ladalah lhak luntuk lmengusahakan ltanah lyang ldikuasai llangsung loleh 

lNegara, ldalam ljangka lwaktu lsebagaimana lyang ltelah lditentukan 

ldalam lPasal l29, lguna lperusahaan lpertanian, lperikanan, latau 

lpeternakan l(Pasal l28 layat l1). lKemudian, lPP lNomor l40 lTahun l1996 

lmenambahkan lguna lperusahaan lperkebunan. 

- Hak lGuna lBangunan lDalam lPasal l35 lUUPA ldijelaskan lbahwa lHak 

lGuna lBangunan l(HGB) ladalah lhak luntuk lmendirikan lbangunan-

bangunan latas ltanah lyang lbukan lmiliknya lsendiri ldalam ljangka lwaktu 

l30 ltahun. lAtas lpermintaan lpemegang lhak ldengan lmengingat 

lkeperluan ldan lkeadaan lbangunan-bangunannya. lJangka lwaktu ltersebut 

ldapat ldiperpanjang lwaktu lpaling llama l20 ltahun. lHGB ldapat lberalih 

ldan ldialihkan lkepada lpihak llain. lPenggunaan ltanah lyang ldipunyai 

ldengan lHGB ladalah luntuk lmendirikan lbangunan-bangunan, lmeliputi 

lbangunan lrumah, ltempat ltinggal, lusaha lperkantoran, lpertokoan 

lindustri ldan llain-lain.
19

 

- Hak lPakai lHak lPakai ladalah lhak luntuk lmenggunakan ldan/atau 

lmemungut lhasil ldari ltanah lyang ldikuasai llangsung loleh lNegara latau 

ltanah lHak lMilik latau ldi latas lTanah lPengelolaan. lHak lPakai lmemberi 

lwewenang ldan ljuga lkewajiban lyang lditentukan ldalam lkeputusan 

lpemberian lhaknya loleh lpejabat lyang lberwenang latau ldalam lperjanjian 

ldengan lpemilik ltanah lyang lbersangkutann lyang lbukan lperjanjian 

lsewa-menyewa latau lperjanjian lpengolahan ltanah. lMakna lkata 

l“menggunakan” lberarti ldapat lmendirikan lbangunan ldi latas ltanah 

ltersebut, lsedang lkata l“memungut lhasil”berarti lmemanfaatkan ltanah 

ltersebut luntuk lkepentingan lpemegang lhaknya, lmisalnya lpertanian, 

lpeternakan, lperikanan latau lperkebunan. 

Bahwasannya lsistem lpertanahan ldi lIndonesai lmengaju lkepada 

lUndangUndang lPokok lAgraria lyaitu lUndang-Undang lNomor l5 lTahun 

l1960. lUndangUndang lini lmenjelaskan lbahwa lhukum ltanah ldi lIndonesia 

lbersifat lUnfikasi. lArtinya, lseluruh lpermasalahan, lstatus, lserta ldasar lhukum 

ltanah lyang lada ldi lIndonesia lharus lmerujuk lpada lUUPA lNo.5 lTahun 

l1960. 

3. Akibat lHukumnya lMenguasai lTanah lTanpa lHak 
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 lKurniawan lWarman, lPerkembangan lPengaturan lPertanahan, lJakarta, ldiakses lSenin l17-
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Dalam lhukum lperdata, lsetiap lorang ldiberikan lkesempatan lyang lsama 

luntuk lmemiliki ldan lmenguasai ltanah lsesuai ldengan lketentuan-ketentuan 

lyang lberlaku. lNamun ldemikian, lada lpersyaratan-persyaratan ltertentu lyang 

lharus ldipenuhi lagar lseseorang ldapat lmemiliki latau lmenguasai lsebuah llahan 

lsecara lsah lmenurut lhukum. lAkan ltetapi ldalam lprakteknya lterdapat lkonflik-

konflik lantar lindividu lmaupun lkelompok lmasyarakat ldalam 

lmemperjuangkan lkepemilikan latau lpenggunaan llahan ltersebut. lOleh lkarena 

litu ldiperlukan lpendekatan lyang ladil lserta lpenegakan lhukum lyang lkuat 

lagar ldapat lmenciptakan lkepastian lhukum lbagi lsemua lpihak lterkait ldengan 

lkepemilikan ldan lpenggunaan ltanah lApabila lmencermati ldari lbeberapa lasas 

lyang lmelingkupi ldari lhukum lpertanahan lnasional lterhadap lpara lpemegang 

lhak latas ltanah, lseperti lyang ltegaskan lBoedi lHarsono, lyaitu: l
20

 

1. Pengusaan ldan lpenggunaan ltanah loleh lsiapapun ldan luntuk lkeperluan 

lapapun, lharus ldilandasi lhak latas ltanah lyang ldisediakan loleh lhukum 

ltanah lnasional. 

2. Penguasaan ldan lpenggunaan ltanah ltanpa lada llandasan lhaknya 

l(illegal), ltidak ldibenarkan, lbahkan ldiancam ldengan lsanksi lpidana 

l(UU lNomor l51 lPrp l1960). 

3. Penguasaan ldan lpenggunaan ltanah lyang lberlandaskan lhak lyang 

ldisediakan loleh lhukum lTanah lNasional, ldilindungi loleh lhukum 

lterhadap lgangguan ldari lpihak lmanapun, lbaik loleh lsesama langgota 

lmasyarakat, lmaupun loleh lpihak lpenguasa lsekalipun, ljika lgangguan 

ltersebut ltidak lada llandasan lhukumnya. l 

4. Tidak ldibenarkan ladanya lpaksaan ldalam lbentuk lapapun loleh lpihak 

lmanapun lkepada lpemegang lhak latas ltanah luntuk lmenyerahkan ltanah 

lkepunyaannya ldan latau lmenerima limbalan lyang ltidak ldisetujuinya, 

ltermasuk ljuga lpenggunaan llembaga lpenwaran lpembayaran lyang 

ldiikuti ldengan lkonsinyasi lpada lpengadilan lnegeri l(Pasal l1404 

lKUHPerdata). 

Berdasarkan lPeraturan lPemerintah lPengganti lUndang-Undang lNomor 

l51 ltahun l1960 ltentang lLarangan lPemakaian lTanah lTanpa lIzin lYang 
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lBersangkutan lAtau lKuasanya, lPasal l1 layat l(3) lpemakaian ltanah ltanpa lizin 

lmeliputi lupaya lmenduduki, lmengerjakan ldan/atau lmenguasai lsebidang ltanah 

latau lmempunyai ltanaman latau lbangunan ldiatasnya, ldengan ltidak 

ldipersoalkan lapakah lbangunan litu ldipergunakan lsendiri latau lkuasanya. 

lSelanjutnya lPasal l2 ldisebutkan ldilarang lmemakai ltanah ltanpa lizin lyang 

lberhak latau lkuasanya lyang lsah. lPenerbitan lPeraturan lPemerintah lNomor 

l36 ltahun l1998 ltentang lPenertiban ldan lPendayagunaan lTanah lTerlantar, ldan 

ltelah ldiperbaharui lberdasarkan lPeraturan lPemerintah lNomor l11 ltahun l2010, 

ldalam lPasal l3 lkriterita lterlantar lapabila ltanah ldengan lsengaja ltidak 

ldipergunakan loleh lpemegang lhaknya lsesuai lkeadaannya latau lsifat ldan 

ltujuan lhaknya latau ltidak ldipelihara ldengan lbaik.
21

 

Dalam lhukum, lapabila lseseorang lmenguasai ltanah lorang llain ltanpa 

lhak, lmaka lhal ltersebut ldapat ldikategorikan lsebagai lperbuatan lmelawan 

lhukum latau ldalam lbahasa llatin ldisebut l"ultra lvires". lPerbuatan lini ldapat 

ldikenakan ltindakan lpidana lmaupun lperdata. lDalam lkonteks lpidana, lpelaku 

lyang lmelakukan lpengambilalihan llahan lsecara lilegal ldapat ldijerat ldengan 

lPasal l385 lKUHP ltentang lPemalsuan lSurat ldan lPasal l374 lKUHP ltentang 

lPenipuan. lSementara litu, ldalam lkonteks lperdata, lpemilik lasli ltanah lyang 

ldirugikan ldapat lmenuntut lganti lrugi latau lrestitusi latas lkerugian lyang 

ldiderita lakibat lpengambilan llahan lsecara ltidak lsah l( lPasal l1365 

lKUHPerdata). 

Selain litu, lBadan lPertanahan lNasional l(BPN) ljuga lmemiliki 

lwewenang luntuk lmembantu lpenyelesaian lmasalah lkepemilikan ltanah. lBPN 
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ldapat lmemberikan lsertifikat lhak latas ltanah lkepada lpihak lyang lberhak lserta 

lmembatalkannya ljika lterjadi lkesalahan latau lketidakbenaran ldalam 

lpendaftaran. lPasal-pasal ldalam lKUH lPerdata lyang ldapat ldigunakan lsebagai 

ldasar lpenuntutan ladalah lPasal l1365 ldan lPasal l1676 lKUHPerdata. lPasal 

l1365 lKUH Perdata lmenyatakan lbahwa lsetiap lorang lwajib lbertanggung 

ljawab lsecara lpenuh latas lkerugian lyang lditimbulkan lakibat lperbuatan 

lmelawan lhukumnya. lSementara litu, lPasal l1676 lKUH Perdata lmenyebutkan 

lbahwa lsiapa lsaja lyang lmemperoleh lsuatu lkeuntungan lkarena lsesuatu lhal 

ldengan lcara-cara lmelawan lhukum lharus lmengembalikannya llagi ldan 

lmembayar lbunga lsejak lwaktu lkejadian. l 

Selanjutnya lberdasarkan lhukum, lmaka ldiberikan lPerlindungan lHak 

latas ltanah lbagi lpara lpemiliknya. lPerlindungan lini ldiadakan luntuk 

lmengantisipasi ladanya lsuatu lperbuatan lyang ldilakukan loleh lorang lsecara 

ltanpa lhak luntuk lmenguasai ltanah lsecara lmelawan lhukum l(Penyerobotan 

lTanah). lHukum lkemudian lmemberikan lsuatu laturan lyang ldapat lmenjerat 

lpelaku lpenyerobotan ltanah, ldimana lpihak lyang lberhak latas ltanah ltersebut 

ldapat lmelakukan llangkah lhukum lpidana ldan lperdata. lJika lingin lmenjerat 

ldengan lpidana, lmaka ldapat ldikenakan lpidana lyang lmengatur lmengenai 

lpenyerobotan ltanah lbaik lyang lterdapat ldalam lKUHP lmaupun ldalam 

lPerppu l51/1960. lDan llebih llanjut latas lsecara lperdata latas lpelaku 

lpenyerobotan ltanah ldapat ldiajukan lgugatan lPerbuatan lMelawan lHukum, 

ldengan lmemenuhi lkaidah-kaidah ldalam lHukum lAcara lPerdata.
22
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D. Tinjauan lUmum lTentang lPerbuatan lMelawan lHukum 

1. Pengertian lDan lDasar lHukum lPerbuatan lMelawan lHukum 

Perbuatan lmelawan lhukum l(onrechtmatige ldaad) ldalam lhukum lperdata 

ldi latur llebih llanjut ldalam lPasal l1365 lKitab lUndang-Undang lHukum 

lPerdata latau lBurgerlijk lWetboek l(BW). lDimana lbunyi ldari lPasal ltersebut 

ladalah: l“Tiap lperbuatan lyang lmelanggar lhukum lyang lmembawa lkerugian 

lkepada lorang llain, lmewajibkan lorang lyang lkarena lsalahnya lmenerbitkan 

lkerugian litu, lmengganti lkerugian ltersebut”. 

Perbuatan lmelawan lhukum lyang ltercantum ldalam lPasal l1365 lKUH 

lPerdata l(BW) lhanya lmengatur lbentuk lganti lrugi lyang ldibebankan lkepada 

lorang lyang ltelah lmenimbulkan lkesalahan lkepada lpihak lyang ldirugikan. 

lGanti lrugi lini ltimbul lkarena ladanya lkesalahan lbukan lkarena ladanya 

lperjanjian. lKalau lperbuatan lmelawan lhukum ldalam lkonteks lperdata lsering 

ldi lsebut ljuga ldengan listliah lonrechtmatige ldaad ldan lmelawan lhukum 

ldalam lhukum lperdata litu ljika lperbuatan litu lmerugikan lkepentingan 

lkeperdataan l(privat). 

2. Unsur lunsur lPerbuatan lMelawan lHukum lDalam lHukum lPerdata 

Sesuai ldengan lketentuan ldalam lpasal l1365 lKUH lPerdata l, lmaka 

lsuatu lperbuatan lmelawan lhukum ldalam lhukum lperdata lharuslah 

lmengandung lunsur-unsur lsebagai lberikut l(Pasal l1365 lKUH Perdata): 

1. Adanya lsuatu lperbuatan. 

Suatu lperbuatan lmelawan lhukum ldiawali loleh lsuatu lperbuatan 

ldari lsi lpelakunya. lUmumnya lditerima langgapan lbahwa ldengan 

lperbuatan ldi lsini ldimaksudkan, lbaik lberbuat lsesuatu l(dalam larti 
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laktif) lmaupun ltidak lberbuat lsesuatu l(dalam larti lpasif), lmisalnya ltidak 

lberbuat lsesuatu, lpadahal ldia lmempunyai lkewajiban lhukum luntuk 

lmembuatnya, lkewajiban lmana ltimbul ldari lhukum lyang lberlaku 

l(karena lada ljuga lkewajiban lyang ltimbul ldari lsuatu lkontrak). lKarena 

litu, lterhadap lperbuatan lmelawan lhukum, ltidak lada lunsur l“persetujuan 

latau lkata lsepakat” ldan ljuga ltidak lada lunsur l“causa lyang 

ldiperbolehkan” lsebagaimana lyang lterdapat ldalam lkontrak. 

2. Adanya lkesalahan ldari lpihak lpelaku l 

Agar ldapat ldikenakan lPasal l1365 ltentang lPerbuatan lMelawan 

lHukum ltersebut, lundang-undang ldan lyurisprudensi lmensyaratkan lagar 

lpada lpelaku lharuslah lmengandung lunsur lkesalahan l(schuldelement) 

ldalam lmelaksanakan lperbuatan ltersebut. lKarena litu, ltanggung ljawab 

ltanpa lkesalahan l(strict lliability) ltidak ltermasuk ltanggung ljawab 

lberdasarkan lkepada lPasal l1365 lKUH lPerdata. lJikapun ldalam lhal 

ltertentu ldiberlakukan ltanggung ljawab ltanpa lkesalahan ltersebut l(strict 

lliability), lhal ltersebut ltidaklah ldidasari latas lPasal l1365 lKUH lPerdata, 

ltetapi ldidasarkan lkepada lundang-undang llain lKarena lPasal l1365 

lKUH lPerdata lmensyaratkan ladanya lunsur l“kesalahan” l(schuld) ldalam 

lsuatu lperbuatan lmelawan lhukum, lmaka lperlu ldiketahui lbagaimanakah 

lcakupan ldari lunsur lkesalahan ltersebut. lSuatu ltindakan ldianggap loleh 

lhukum lmengandung lunsur lkesalahan lsehingga ldapat ldimintakan 

ltanggung ljawabnya lsecara lhukum ljika lmemenuhi lunsur-unsur lsebagai 

lberikut
23

 l 
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a. Ada lunsur lkesengajaan, latau l 

b. Ada lunsur lkelalaian l(negligence, lculpa), ldan l 

c. Tidak lada lalasan lpembenar latau lalasan lpemaaf 

l(rechtvaardigingsrond), lseperti lkeadaan lovermacht, lmembela ldiri, 

ltidak lwaras, ldan llain-lain. l 

Kesalahan lyang ldisyaratkan loleh lhukum ldalam lperbuatan 

lmelawan lhukum, lbaik lkesalahan ldalam larti l“kesalahan lhukum” 

lmaupun l“kesalahan lsosial”. lDalam lhal lini lhukum lmenafsirkan 

lkesalahan lsebagai lsuatu lkegagalan lseseorang luntuk lhidup ldengan 

lsikap lyang lideal, lyakni lsikap lyang lbiasa ldan lnormal ldalam lsuatu 

lpergaulan lmasyarakat. lSikap lyang ldemikian lkemudian lmengkristal 

ldalam listilah lhukum lyang ldisebut ldengan lstandar l“manusia lyang 

lnormal ldan lwajar” l(reasonable lman). l 

3. Adanya lkerugian lbagi lkorban lKerugian ldisini ldibagi lmenjadi l2 l(dua) 

lyaitu lMateril ldan lImmateril. lAdanya lkerugian l(schade) lbagi lkorban 

ljuga lmerupakan lsyarat lagar lgugatan lberdasarkan lPasal l1365 lKUH 

lPerdata ldapat ldipergunakan. lBerbeda ldengan lkerugian lkarena 

lwanprestasi lyang lhanya lmengenai lkerugian lmateril, lmaka lkerugian 

lkarena lperbuatan lmelawan lhukum ldi lsamping lkerugian lmateril, 

lyurisprudensi ljuga lmengakui lkonsep lkerugian limmateril, lyang ljuga 

lakan ldinilai ldengan luang
24

 l. l 

4. Adanya lHubungan lKasual lantara lPerbuatan ldengan lKerugian 

lMaksudnya, lada lhubungan lsebab lakibat lantara lperbuatan lyang 
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ldilakukan ldengan lakibat lyang lmuncul. lMisalnya lkerugian lyang lterjadi 

ldisebabkan lperbuatan lsipelaku ldengan lkata llain, lkerugian ltidak lakan 

lterjadi ldisebabkan ljika lpelaku ltidak lmelakukan lperbuatan lmelawan 

lhukum ltersebut. 
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BAB lIII 

METODOLOGI lPENELITIAN 

A. Ruang lLingkup lPenelitian l 

Penelitian lhukum ladalah lproses lanalisa lyang lmeliputi lmetode, 

lsistematika ldan lpemikiran ltertentu lyang lbertujuan luntuk lmempelajari lgejala 

lhukum ltertentu, lkemudian lmengusahakan lpemecahan latas lmasalah lyang 

ltimbul, lsehingga ldibutuhkan lsuatu lmetode lpenelitian lyang ltepat. lMetode 

lini lmembantu lproses lpenelitian lsesuai ldengan lrumusan lmasalah lyang 

ldikaji lserta ltujuan lpenelitian lyang lakan ldicapai. lAdapun lruang llingkup 

lpenelitian ladalah lsebuah lmetode luntuk lpembatasan lpermasalahan ldalam 

lilmu lyang lakan ldikaji ldalam lkajian lilmiah. lBagaimana lAkibat lHukum latas 

lPerbuatan lMelawan lHukum ldalam lmenguasai lsebidang ltanah lsecara ltanpa 

lhak lmenurut lketentuan lHukum lPerdata ldan lbagaiman lPertimbangan lHakim 

ldalam lPutusan lPengadilan ldalam lPerkara lPerdata lNomor l8/Pdt.G/PN.Mdn 

lsesuai ldengan lketentuan lhukum lyang lberlaku. 

B. Jenis lpenelitian l 

Jenis lpenelitian lini ltermasuk lpenelitian lYuridis lNormatif. lYuridis 

lNormatif lyaitu lpenelitian lyang ldilakukan ldengan lcara lmenelaah lpendekatan 

lteori-teori, lkonsep-konsep, lmengkaji lperaturan lperundang-undangan lyang 

lbersangkutan ldengan lpenelitian lini latau lpendekatan lperundang-undangan. 

lPenelitian lyuridis lnormatif ladalah lpenelitian lhukum lyang lmeletakkan 

lhukum lsebagai lsebuah lbangunan lsistem lnorma. lSistem lnorma lyang 

ldimaksud ladalah lmengenai lasasasas, lnorma, lkaidah ldari lperaturan 

lperundangan, lperjanjian lserta ldoktrin l(ajaran). lPenelitian lnormatif lini 
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ladalah lpenelitian lterhadap lsistematika lhukum, lyaitu lpenelitian lyang ltujuan 

lpokoknya ladalah luntuk lmengadakan lidentifikasi lterhadap lpengertian-

pengertian latau ldasar ldalam lhukum.
25

 

C. Metode lPendekatan lMasalah 

Adapun lmetode lpendekatan lyang ldilakukan ldalam lsikripsi lini lyaitu l: 

a. Pendekatan lperundang lundangan l(statue lapproach) 

Pendekatan lperundang-undangan l(statute lapproach) lmemiliki 

larti lsebagai lpendekatan lpenelitian lyang ldilakukan ldengan lmelakukan 

ltelaah, lterhadap lsemua lundang-undang ldan lregulasi lyang lbersangkut 

lpaut ldengan lisu lhukum lyang lsedang lditangani lseperti lKUHperdata, 

lUUPA lNo.5 ltahun l1960 ldan lpasal l1565 lKUHperdata 

b. Pendekatan lkasus l(case lapproach) l 

Dilakukan ldengan lmenelaah lkasus lyang lterkait ldengan lisu 

lhukum lyang lsedang ldihadapi. lkasus ltersebut lmerupakan lkasus lyang 

ltelah lmenjadi lputusan lpengadilan lyang ltelah lberkekuatan ltetap latau 

linkracht. lKasus litu ltidak lterbatas lpada lwilayahnya, lbisa lterjadi ldi 

lIndonesia lmaupun ldi lnegara llain. l 

c. Metode lPendekatan lHistoris l(Historical lApproach) 

Pendekatan lHistori ladalah lpendekatan lyang ldilakukan ldengan 

lcara lmelakukan ltelaah lterhadap llatar lbelakang lhal lyang ldipelajari 

ldan lperkembangan lpengaturan ltentang lisu lyang ldihadapi. ltelaah lini 

ldiperlukan lsaat lpeneliti lingin lmengungkap lfilosofis ldan lpola lpikir 

lyang lmelahirkan lisu lyang lsedang ldipelajari. 
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d. Pendekatan lkomparatif l(comparative lapproach) l 

Pendekatan lkomparatif l(comparative lapproach) ldilakukan 

ldengan lmembandingkan laturan lnegara lIndonesia ldengan lperaturan 

lyang lberlaku ltentang lhal lyang lsama. lPeneliti ljuga ldapat 

lmembandingkan lmembandingkan lputusan lpengadilan ldi lbeberapa 

lnegara ldengan lkasus lyang lsama. lNamun, lPendekatan lyang 

ldigunakan ldalam lpenelitian lpenulisan lskripsi lini ladalah lPendekatan 

lKasus l(case lapproach). 

D. Sumber lData lDalam lPenelititan 

Sumber ldata lutama ldalam lpenelitian lini lyaitu ldata lsekunder, lyang 

lberisi lsegala lperaturan lyang lmengatur ltentang lkekuatan lpembuktian ldalam 

lperkara lperdata, ldalam lhal lini ldifokuskan lpada lperaturan lperundang-

undangan ldan lcontoh lputusan lpengadilan. lSecara lumum, ljenis ldata lyang 

ldiperlukan ldalam lsuatu lpenulisan l,hukum lterarah lpada lpenelitian ldata 

lprimer, ldata lsekunder ldan ldata ltersier.
26

 

1. Bahan lhukum lprimer. 

Bahan lhukum lprimer lmerupakan lbahan lhukum lyang lmengikat ldan 

lterdiri ldari: lNorma ldan latau lkaidah ldasar, lUUD l1945, lPeraturan 

lperundang-undangan, lbahan lhukum lyang ltidak ldikodifikasikan 

lseperti lhukum ladat, lyurisprudensi, ltraktat, ldan lrancangan lundang 

lundang,KUHperdata,UUPA lNo.tahun l1560, lputusan lpengadilan 

lNomor l: l8/Pdt.G/2022/PN.Mdn l l// 
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2. Bahan lhukum lsekunder. 

Bahan lhukum lsekunder lmerupakan lbahan lhukum lyang lmemberikan 

lpenjelasan lterhadap lbahan lhukum lprimer lberupa ljurnal-jurnal 

lhukum, lkarya lilmiah, lartikel lpara lahli, lbukubuku lliteratur, lbahan 

ldari linternet, lmakalah, ldan lsurat lkabar. 

3. Bahan lhukum l ltersier. 

Bahan lhukum ltersier lyaitu lbahan lhukum lyang lmemberikan lpetunjuk 

ldan lpenjelasan lterhadap lbahan lhukum lprimer ldan lbahan lhukum 

lsekunder lberupa lkamus, lensiklopedia ldan lsebagainya. 

E. Metode lPengumpulan lData 

Metode lpengumpulan ldata ldalam lpenulisan lskripsi lini, lyaitu: lmetode 

lkepustakaan l(library lresearch). lMetode lkepustakaan l(library lresearch) 

lmerupakan lsalah lsatu ljenis lmetode lpenelitian lkualitatif lyang ldilakukan ldi 

lpustaka, ldokumen, larsip ldan lsejenisnya. l
27

	�Dalam lmetode lkepustakaan 

ltersebut ldapat ldiperoleh ldengan lcara lmembaca, lmempelajari, lmemahami, 

ldan lmenganalisa lbuku-buku, ljurnal-jurnal, lwebsite, lartikel, lmajalah, lkamus, 

lkarya lilmiah ldan lsebagainya. 

F. Metode lAnalisis lData 

Metode lanalisis ldata lyang ldigunakan ldalam lpenelitian lini ladalah 

lmetode lanalisis ldata ldeskriptif. lMetode lanalisis ldata ldeskriptif ladalah 

lmetode lyang ldigunakan ldengan lmenggambarkan lkenyataan-kenyataan lyang 

lada ldidalam lmasyarakat ldikaitkan ldengan lperaturan lperundang-undangan 

lyang lberlaku lsaat lini lhukum lpositif. 
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